PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELSI;%’-}I;U}FAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5
TAHU ENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
K(?ta Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Izin  Mendirikan Bangunan, perlu membentuk
Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat

. 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daderah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2002 Nomor 1‘34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- 2007 tentang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1
Penatagn Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambah@
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47235);

2009 tentang
- ang Nomor 28 Tahun

gan' glin%gg‘gh gDan Retribusi Daerah (Lembaran
Nowara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
T:rglla;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Dipindai dengan CamScanner



10.

Nomor 140 ik Indon
140, Tambap ésia Tahun 2009
Indonesia Nomor Sosagl)l- mbaran Negara Republik

de

teriier‘ln gndang-unda.ng Nomor 9 Tahun 2015

fent: g 23erubahan Kedua Atas Undang-Undang

Daerz; e T%hun 2014 Tentang Pemerintahan

pac mbaran Negara Republik Indonesia
un 2015 'Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kare, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja, Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan
Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan
Medan Selayang, Medan Amplas, Dan
Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 1I Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah

era Utara (Lembaran Negara

Tingkat [ Sumat '
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Maimun,
Medan Area Di

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun B1?92
tentang Pembentukan 18 (Delapan elas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupate'n'—Kabupate?
Daerah Tingkat Il Simalungun, Dam,r T’fa}é)r?nallla i
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanu 21‘ kgt If
i, Langet, D W10 L B, Tl |
: ; i insi

lam Wilayah Propins .
gﬁiﬁega aUtara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Dipindai dengan CamScanner



12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

f\?;;angz Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
(Lemcl))r 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tatg Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan  Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/
PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis

Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Non_mr 24_, /
PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin

Mendirikan Bangunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No:_nor 32
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan;
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er:hQO](getggang Pembentukan Produk Hukum
T Ne .

Tahun 2015 Nomor 20:%2;? Republik  Indonesia
20.

n 2011 téntang Rencana Tata Ruang Wilayah
(Lembaran Daerah Kota
Nomor 13, Tambahan
Kota Medan Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Lembaran  Daerah Kota Medan
Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-
2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 2);

24, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susuna}n Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);
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MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5

Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendin
diserahkan kepada: endirikan Bangunan,

a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang
Kota Medan; dan

b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Pasal 2

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang
Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
melaksanakan tugas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b melaksanakan
tugas pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentar}g Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

i i ini ka Peraturan
Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, ma
Walig Kota Meda.gnka Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Da eralé I?;lia Medan
Tahun 2012 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Mendirikan Bangunan kepada Din
as P
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. eranaman  Modal dan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

! ne. ) pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Dae%ah
Kota Medan. o

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Februari 2016

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL-B#HR’I

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR4,
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